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ABSTRAK

Disertasi ini membahas tentang aksesibilitas pendidikan di perguruan
tinggi. Hingga saat ini dalam kenyataannya kelompok masyarakat yang
menyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan
dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi, karena belum banyak
perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima mahasiswa penyandang
disabilitas. Mereka masih mempunyai asumsi bahwa mahasiswa penyandang
disabilitas tidak mampu mengikuti perkuliahan karena keterbatasan fisik yang
akan mengganggu proses belajar-mengajar di kelas.

Penelitian disertasi ini bersifat kualitatif dengan desain studi kasus di
empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY)), dan Institut Seni Indonesia (ISI). Penelitian ini menggunakan
pendekatan fenomenologi dan pendekatan kebijakan pendidikan, dan
menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, survei atau
obrservasi, dan penggunaan dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman
untuk mengungkap aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa baik pimpinan ISI maupun
UGM berpandangan “model sosial”, namun masih terdapat kecenderungan
pemahaman “model tradisional”; pimpinan UIN berpandangan “model sosial”,
namun masih terdapat kecenderungan pemahaman “model medis”; dan pimpinan
UNY hanya berpandangan “model sosial”.

UNY dan ISl dalam merumuskan kebijakan pendidikannya, pada
realitasnya belum mencerminkan terakomodirnya kebutuhan pendidikan bagi
penyandang disabilitas. Artinya, mereka belum menunjukkan keberpihakan dan
sensitivitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Adapun UGM sedikit lebih
baik keberpihakan dan sensitivitasnya, seperti terlihat pada Anggaran Rumah
Tangga (ART) bagian Bab XVII Pasal 102. Sementara itu, di UIN terdapat “core
values” yang menghargai perbedaan dan pluralitas sehingga muncul kebijakan
pendidikan yang tertuang dalam pedoman akademiknya sebagai produk dari
kebijakan perguruan tinggi, meskipun belum mengacu pada undang-undang
nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pendidikan bagi
penyandang disabilitas sebagai acuan kebijakannya. Di dalam isi peraturan
akademik itu, dalam Bab VI tertulis tentang Layanan bagi Mahasiswa Difabel.
Meskipun secara struktural tidak ditemukan unit khusus, secara non-struktural di
UIN telah ada unit pelayanan khusus yang berupa Pusat Studi Layanan Difabel
(PSLD).

Mengenai aksesibilitas fisik dan non-fisik, keempat perguruan tinggi di
atas sebenarnya telah menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk



menempuh pendidikan tinggi, meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal ini
karena masih adanya pembatasan soal pemilihan jurusan bagi calon mahasiswa
penyandang disabilitas, serta persyaratan-persyaratan yang membelenggu
mahasiswa, seperti misalnya yang terjadi di ISI. Demikian juga tidak semua
perguruan tinggi itu menyediakan fasilitas khusus bagi mahasiswa penyandang
disabilitas, kecuali di UIN meskipun belum maksimal.

Keempat perguruan tinggi di atas pada hakikatnya bersedia melayani
mahasiswa penyandang disabilitas. Hanya saja yang membedakan dari
keempatnya adalah pada tingkat pemahaman, persepsi, dan asumsi perguruan
tinggi terhadap kepentingan dan kebutuhan pelayanan yang berkaitan dengan jenis
kedisabilitasan mahasiswa. Di UGM, UNY, dan ISI, mahasiswa penyandang
disabilitaslah yang pro-aktif dalam hal pelayanan sosial akademik. Mereka belum
banyak mengetahui dan memahami kepentingan dan kebutuhan penyandang
disabilitas. Sedangkan pelayanan sosial akademik di UIN telah “mengarah pada
sensitivitas” bagi penyandang disabilitas.

Mengenai aksesibilitas fisik, yaitu pengondisian bangunan kampus, UGM,
UNY, dan ISl belum menyediakan akses khusus bagi kalangan mahasiswa
penyandang disabilitas, baik tunanetra, tunarungu maupun tunadaksa. Hanya UIN
yang menyediakan akses meskipun belum optimal. Khusus bagi tunadaksa, hanya
sebagian kecil dari unsur-unsur bangunan kampus empat perguruan tinggi itu
yang menyediakan akses. Jika pengondisian bangunan kampus dijadikan
parameter tingkat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka UIN dapat
diposisikan pada peringkat pertama, selanjutnya berturut-turut adalah UGM,
UNY, dan terakhir adalah ISI.

Kata kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Perguruan Tinggi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai
berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba’ b be

< Ta’ t te

“ Sa’ s es (dengan titik di atas)
d Jim j je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal z zet (dengan titik di atas)
4 Ra’ T er

J Zai z zet
o Sin S es
e Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
= Ta’ t te (dengan titik di bawah)
= za’ z zet (dengan titik di bawah)
d ‘Ayn ‘ koma terbalik

Vi



vii

4 Gayn g ge
- Fa’ f ef
4 Qaf q qi
d Kaf k ka
J Lam 1 ‘el
¢ Mim m ‘em
4 Nun n ‘en
3 Waw w we
® Ha’ h ha
& Hamzah ¢ apostrof
¢ Ya Y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Badmia ditulis Muta’addidah

-

L ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata Ditulis h

1. Bila dimatikan ditulis h

AaSa ditulis Hikmah

dle ditulis 'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan h.

slal ¥ 4l S ditulis Karamah al-auliya'




viii

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t.
bl BIS ditulis Zakat al-fitri
D. Vokal Pendek
- fathah ditulis A
ditulis fa’ala
- kasrah ditulis i
X ditulis Zukira
. dammah ditulis u
Ry ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis A
dlala ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati ditulis a
(g ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis T
pa s ditulis karim
4 Dammah + wawu mati ditulis g
oas b ditulis furid
F. Vokal Rangkap
1 | Fathah + ya’ mati ditulis Al
aSiia ditulis bainakum




2 | Fathah + wawu mati

-

s

ditulis

ditulis

au

qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
paiN ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
piSL &l ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

SISl

gl

ditulis

ditulis

al-Qurian

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf i (el)-nya.

& Ll

il

ditulis

ditulis

as-Sama’

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

s Al ¢ 5

Adadh A

ditulis

ditulis

zawi al-furid

ahl as-sunnah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan bagian dari institusi-institusi sosial yang
berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dalam rangka
mengemban misi tersebut, perguruan tinggi seharusnya berpedoman pada
“Tiga Pilar Pembangunan Pendidikan,” yaitu, pertama, pemerataan dan
peningkatan akses pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya
saing dan, ketiga, peningkatan manajemen pendidikan, akuntabilitas, dan citra
publik.! Ketiga pilar ini merupakan pedoman dalam membangun dan
mengembangkan dunia perguruan tinggi agar dapat berfungsi secara
maksimal sebagai agen perubahan sosial.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah soal
aksesibilitas. Ki Supriyoko, Guru Besar Universitas Sarjanawiyata
Yogyakarta, mengklasifikasi problematika di perguruan tinggi ke dalam tiga
masalah. Pertama, masalah Kuantitas. Sampai saat ini, banyak anggota
masyarakat yang ingin memanfaatkan pelayanan perguruan tinggi, akan tetapi
karena terkendala keterbatasan maka keinginan tersebut tidak pernah dapat
terealisasi. Kedua, masalah kualitas. Persoalan kualitas menjadi masalah yang
paling krusial bagi perguruan tinggi di Indonesia. Meskipun jumlahnya

ribuan, dilihat dari aspek kualitas hanya sedikit perguruan tinggi yang masuk

'Suparlan, “Empat Pilar Pembangunan Pendidikan”, dikutip dari Website:
www.suparlan.com tanggal 20 Mei 2010.


http://www.suparlan.com/

kategori berkualitas baik. Jika diukur dengan kualitas standar internasional,
hanya ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang selalu masuk peringkat
lima ratus besar perguruan tinggi terbaik di dunia, yaitu ITB, UGM, dan Ul.
Ketiga, masalah aksesibilitas. Kemudahan untuk mengenyam pendidikan
tinggi banyak mengalami hambatan.? Persoalan aksesibilitas tidak hanya
menyangkut masalah biaya yang sangat tinggi, tetapi juga peraturan-peraturan
perguruan tinggi yang terkadang menjerat salah satu kelompok masyarakat
sehingga tidak bisa mengakses pendidikan di perguruan tinggi.

Bagaimana dengan kelompok masyarakat penyandang disabilitas®
yang identik dengan keterbatasan fisik, tetapi berkeinginan menempuh
pendidikan tinggi? Bagi sebagian besar masyarakat, eksistensi penyandang
disabilitas untuk menjadi bagian dari sivitas akademika perguruan tinggi di
Indonesia mungkin menjadi fenomena baru. Sampai saat ini, dalam
kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih harus berjuang keras
untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mengakses
pendidikan tinggi. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia
menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya. Mereka masih
menyimpan asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu
mengikuti program perkuliahan karena keterbatasan fisik mereka yang dapat

mengganggu proses belajar-mengajar di kelas.

%Ki Supriyoko, “Perspektif PTN Berbentuk Badan Hukum Milik Negara”, dalam SKH
Suara Pembaharuan, edisi 10 Juli 2004.

%Istilah ini sebagai pengganti dari istilah “penyandang cacat”, berdasarkan naskah
kesepakatan peserta workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI pada tanggal 29
Maret—21 April 2010 di Grand Setiabudi Bandung. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam
Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan disahkan dalam Undang-undang RI Nomor 19
Tahun 2011.



Berdasarkan temuan Dedi Muhammad Sidiq, di Yogyakarta tedapat
beberapa perguruan tinggi yang belum menunjukkan keberpihakannya kepada
penyandang disabilitas.* Mereka belum bisa menerima penyandang disabilitas
sebagai bagian dari sivitas akademiknya karena berbagai alasan, misalnya,
antara lain, mereka belum siap menyediakan fasilitas yang menunjang proses
belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas dan menyangsikan kemampuan
akademik mereka karena keterbatasan fisik yang melekat.

Beberapa perguruan tinggi menggunakan instrumen tertentu sebagai
cara untuk menolak calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas,
seperti melalui brosur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Di dalam brosur
tersebut tercantum aturan atau persyaratan “tidak cacat tubuh atau ketunaan
lain” bagi calon mahasiswa baru. Juga brosur PMB yang mensyaratkan
“calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas untuk memilih
jurusan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi.” Dengan demikian,
(calon) mahasiswa penyandang disabilitas tidak bebas memilih jurusan yang
mereka inginkan sesuai bakat dan minatnya. Ini merupakan salah satu bentuk
diskriminasi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun kasus ini
terkadang diakhiri dengan permintaan maaf dari perguruan tinggi, tetap saja
masih menimbulkan pertanyaan: Jika tidak ada protes dan demonstrasi dari
penyandang disabilitas, apakah peraturan dan kebijakan tersebut akan

dianulir? Di sini terlihat jelas bahwa perubahan peraturan atau kebijakan

*Dedi Muhammad Sidig, ”Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,” dalam Sekar Ayu
Aryani (ed.), Desain Pembelajaran Sensitif Difabel, (Yogyakarta: 11S PPS UIN, 2007), him. 13-
15.



bukan suatu political will dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi,
melainkan karena adanya desakan dari bawah (penyandang disabilitas).’

Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan keseriusan serta
komitmen pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas, diperlukan
kebijakan yang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi mereka untuk
dapat mengakses pendidikan tinggi. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut
dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk.® Pertama, kebijakan yang
berbentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan kesempatan pendidikan
bagi penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam kebijakan
internasional Declaration of Human Rights (1989), Convention on the Rights
of the Child (1989), Life Long Education—Education for All (Bangkok, 1991),
Dakkar Statement (1990), Standard Rules on the Equalization of
Opportunities for Person with Disabilities (Resolusi PBB Nomor 48/46
Tahun 1993), Salamanca Statement (1994), The Four Pillars of Education
(Unesco, 1997), ASEAN Pacific Decade for Disabled (Biwako, 2002),
Deklarasi Bukit Tinggi (2005), dan The Convention on The Human Rights of
Person with Disabilities (Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006).
Sedangkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan nasional tercantum
dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 Ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, UU Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3, Pasal 5, Pasal

*Ibid., him. 14-15.
®Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depannya,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 24-25.



32, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. UU Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 7
tentang Penyandang Cacat.

Kedua, kebijakan yang berbentuk sikap pemerintah dalam mendukung
terselenggaranya pendidikan bagi penyandang disabilitas, terutama pejabat
yang mengurus pendidikan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Menteri
Agama. Kebijakan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 1) berupa sikap resmi,
misalnya berbentuk Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor:
380/e.C8/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 atau Surat Keputusan Menteri
Agama yang berkaitan dengan pendidikan penyandang disabilitas, unit-unit
yang menangani penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas pendidikan dan
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang ketunaan; 2)
berupa sikap tidak resmi, misalnya komentar atau pernyataan Menteri
Pendidikan atau Menteri Agama melalui media massa yang berkaitan dengan
persamaan dan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga
masyarakat dapat mengetahui.”

Kedua Kkebijakan tersebut di atas belum hisa diimplementasikan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari
fasilitas dan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di
perguruan tinggi, misalnya: a) bagi mahasiswa tunanetra belum tersedia
buku-buku literatur Braille atau buku digital (digital book), kalkulator
elektronik, komputer suara (program jaws), kamus elektronik (meldict),

printer Braille, termofrom, mesin ketik Braille, dan voice syntesier; b) bagi

"Ibid., hlm. 25.



mahasiswa tunarungu, belum tersedia fasilitas seperti OHP, LCD, dan layar
serta penerjemah bahasa isyarat (interpreter sign language) dan pentransfer
suara menjadi tulisan; c) bagi mahasiswa tunadaksa, belum tersedia fasilitas
pengondisian bangunan gedung yang aksesibel sesuai dengan standar
bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, mulai dari
kamar mandi, tangga, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, jalur
pedestrian, selasar/ramp, dan tempat parkir.?

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh
seseorang atau sekelompok elit politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan
dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.’ Kebijakan pendidikan bagi
penyandang disabilitas di Indonesia telah dirumuskan dan diimplementasikan
olen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada sekolah tingkat dasar
dan menengah pada tahun 1991 melalui lembaga Ditjen Pendidikan Luar
Biasa. Namun, kebijakan yang sama belum diterapkan pada tingkat
pendidikan perguruan tinggi. Demikian juga di Kementerian Agama, belum
ada kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.™

Menurut Pusat Data Statistik Indonesia Tahun 2005, penyandang
disabilitas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI1Y) berjumlah 43.210

orang, terdiri dari usia anak-anak dan dewasa." Jumlah penyandang

8Lihat Akhmad Soleh, “Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi
Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat,” Tesis pada PPS UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2005.

%Supandi dan Akhmad Sanusi, Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1988), him. 115.

1%Soleh, "Analisis Kebijakan Departemen Agama...”

pysat Data Statistik Indonesia Tahun 2005 tentang Dokumen Daftar Penyandang Cacat.



disabilitas yang berusia antara 19-35 tahun sebanyak 8.582 orang.*? Jumlah
ini merupakan usia anak lulus SMU/SMK dan usia untuk menempuh
pendidikan tinggi. Marjuki, Staf Badan Penelitian Kesejahteraan Sosial
Propinsi DIY, dalam penelitiannya di Yogyakarta menyebutkan bahwa
penyandang disabilitas yang telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dari
jenjang diploma hingga pascasarjana (S3) berjumlah 321 orang. Menurut
survei organisasi sosial kecacatan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia
(PPCI) Propinsi DIY tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas yang sedang
menempuh pendidikan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta berjumlah 98
orang, baik disabilitas tunanetra, tunadaksa maupun tunarungu.*®

Kesenjangan yang terlihat pada angka-angka di atas menunjukkan
bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan
Kementerian Agama RI dalam pengelolaan pendidikan tinggi belum
memberikan persamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
Menurut Mansour Fakih,** untuk membongkar salah satu jenis ketidakadilan
sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang dialami sebagian warga
masyarakat yang sering disebut penyandang cacat, harus dimulai dari
keyakinan ideologis bahwa nomenklatur penyandang cacat merupakan
konstruksi sosial atau kesepakatan sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial,
istilah “cacat” tidaklah netral atau apolitis, tetapi mengandung muatan-

muatan nilai dan ideologi tertentu. Fakih mempertanyakan ideologi di balik

2Sumber data dari Dinas Sosial Propinsi DIY Tahun 2009.

“Hasil survei DPD Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Propinsi DIY Bulan
September 2011.

“Dikutip dari Lies Marcoes, dkk., Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi
Kawan Seperjuangan, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), him.167-168.



istilah “cacat”. Mengapa ukuran “cacat” dan “tidak cacat” hanya ditentukan
olen pertimbangan-pertimbangan yang bersifat fisikal? Siapa yang
mengonstruksi istilah “cacat” dan mengapa istilah tersebut yang dipilih dan
bukan yang lainnya? Mengapa istilah “cacat” dikaitkan dengan masalah
“normal” dan “tidak normal”? Jelasnya, Fakih sangat kritis dengan istilah
“cacat” yang dianggap tidak sensitif dan tidak berpihak kepada kelompok
penyandang disabilitas. Ketidakadilan terhadap mereka bermula dari istilah
yang tidak berpihak, dan kemudian berimbas pada perlakuan-perlakuan yang
tidak adil terhadap mereka, terutama dalam konteks pendidikan.

Perguruan tinggi negeri di DIY dipandang belum memberikan
pelayanan yang memadai bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek fisik
maupun non-fisik. Oleh karena itulah, penelitian ini bertujuan untuk
menginvestigasi sejaunmana aksesibilitas pendidikan bagi kalangan
penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri di DIY. Penelitian ini
penting karena aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi
merupakan bagian dari upaya pemberdayaan mereka melalui pendidikan.
Pendidikan merupakan media paling strategis dan powerfull bagi penyandang
disabilitas untuk lebih mandiri, berdaya, dan mampu merancang-bangun
sejarah masa depan mereka sendiri. Dalam penelitian ini, penulis membatasi

lingkup disabilitas pada tiga golongan: tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa.

Rumusan Masalah
Penelitian ini menginvestigasi sejauhmana penyandang disabilitas

memiliki aksesibilitas terhadap empat perguruan tinggi negeri di DIY, yaitu



Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada

(UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Institut Seni Indonesia

(ISI).  Untuk mempertajam fokus penelitian, penulis menjabarkan

permasalahan penelitian ini dalam ke dalam rumusan berikut ini, yaitu:

1.

Bagaimana pandangan dan pemahaman pimpinan perguruan tinggi UIN,
UGM, UNY, dan ISI terhadap penyandang disabilitas dalam konteks
pendidikan tinggi?

Bagaimana kebijakan pendidikan perguruan-perguruan tinggi tersebut
terhadap penyandang disabilitas? Adakah peraturan-peraturan yang
secara eksplisit dan khusus mengatur dan mengakomodasi kepentingan
dan kebutuhan penyandang mereka untuk belajar di perguruan tinggi?
Bagaimana kondisi aksesibilitas perguruan-perguruan tinggi tersebut,
baik dari aspek fisik maupun non-fisik yang ramah bagi penyandang
disabilitas?

Bagaimana mengonstruksi model pendidikan tinggi yang dapat diakses

oleh mahasiswa penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk memahami dan mengetahui secara mendalam pandangan
pimpinan perguruan tinggi UIN, UGM, UNY, dan ISI berkaitan dengan
aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi. Dari
investigasi ini diharapkan dapat dianalisis apakah mereka memahami isu

penyandang disabilitas secara tradisional, medis, atau sosial.
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Untuk memahami kebijakan perguruan-perguruan tinggi tersebut
terhadap kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini diarahkan
untuk mengetahui apakah pandangan-pandangan dasar para pimpinan
tersebut memberi dampak pada kebijakan perguruan tinggi terhadap
kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini juga diarahkan untuk
mengungkap sejauhmana kebijakan tersebut berpihak dan memberikan
ruang gerak yang lebih luas kepada penyandang disabilitas untuk menjadi
calon sivitas akademika perguruan tinggi.

Untuk mengetahui kondisi aksesibilitas perguruan-perguruan tinggi
tersebut, yaitu mengenai sejauhmana pelayanan yang diberikan kepada
mahasiswa penyandang disabiltas dan sejauhmana penyediaan
gedung/bangunan kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Untuk mengetahui konstruksi model perguruan tinggi yang akomodatif

terhadap mahasiswa penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
Secara teoretis-praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam mengembangkan konsep pemberdayaan penyandang
disabilitas melalui media pendidikan tinggi. Karena secara konseptual,
model pendidikan inklusif belum banyak diadopsi oleh pendidikan tinggi,

dengan kata lain baru pada tingkat pendidikan dasar dan menengah saja.
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2. Sebagai masukan dan acuan bagi perguruan tinggi negeri di DIY dalam
merumuskan kebijakan tentang aksesibilitas pendidikan bagi penyandang
disabilitas.

3. Terwujudnya persamaan dan kesempatan pendidikan bagi penyandang
disabilitas yang belajar di lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Agama
Islam dan Perguruan Tinggi Umum.

4. Sebagai solusi alternatif model pendidikan tinggi yang akomodatif bagi

penyandang disabilitas.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi kosong dan juga tidak
menafikan kajian-kajian terdahulu, baik kajian dalam bentuk diskusi, seminar,
lokakarya, konvensi maupun penelitian. Secara makro, pendidikan bagi
penyandang disabilitas telah diupayakan dan diperjuangkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1948 yang ditandai dengan dirumuskannya
“Deklarasi - Hak-hak Asasi Manusia” (Universal Declaration of Human
Rights), termasuk hak atas pendidikan dan partisipasi penuh di masyarakat
untuk semua orang. Pada tahun 1989, PBB mengeluarkan Konvensi Hak
Anak (Convention on the Right of Child) yang diumumkan pada tahun 1991
di New York. Kemudian PBB menindaklanjuti Resolusi PBB Nomor 48/96
pada tahun 1993 yang berisi peraturan standar tentang persamaan dan
kesempatan bagi penyandang cacat (standard rules on the equalization of
opportunities for persons with disability). Lalu konsep-konsep baru dalam

pendidikan anak berkebutuhan khusus diperkenalkan melalui pernyataan
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Salamanca yang diselenggarakan oleh Unesco pada tahun 1994 di Paris.”®
Konsep ini menggambarkan proses dan perubahan. Konsep ini juga dikenal
dengan pendidikan inklusif yang sampai saat ini menjadi acuan
penyelenggara pendidikan bagi penyandang cacat. Konsep tersebut dibawa ke
forum pendidikan di Dakkar dengan diselenggarakannya Konferensi Dunia di
Jomtien, Thailand pada tahun 2000 tentang pendidikan untuk semua anak
(education for all) dan juga menetapkan target-target untuk masa depan,
antara lain menjamin pada tahun 2015 semua anak mempunyai akses dan
menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis.

Dari peristiwa di atas, pada tahun 2002 Departemen Pendidikan
Nasional melalui Direktorat Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang bekerja sama
dengan Braillo Norway dan Universitas Oslo, menyelenggarakan lokakarya
gabungan tentang pendidikan berkebutuhan khusus di Mataram, Nusa
Tenggara Barat. Baik dari kalangan pemerintah, birokrat, akademisi, LSM,
maupun kalangan cendekiawan merespons hak-hak penyandang cacat yang
perlu diupayakan dan diperjuangkan. Mansour Fakih, misalnya, aktivis
gerakan sosial yang telah malang-melintang di dunia NGO/LSM, memelopori
penggantian istilah “penyandang cacat” dengan “difabel”,’® dengan tujuan

untuk membongkar konvensi sosial yang sebenarnya melemahkan

>Dalam pernyataan Salamanca ditekankan antara lain: Hak semua anak termasuk mereka
yang berkebutuhan temporer dan permanen untuk memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat
mengikuti sekolah; hak untuk semua anak bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas-kelas
inklusif; hak untuk ikut serta dalam pendidikan yang terpusat pada anak yang memenuhi
kebutuhan individual, pengayaan, dan manfaat bagi mereka semua yang terlibat akan diperoleh
melalui pendidikan yang inklusif. Lihat, Berit H. Johnson, dkk., Pendidikan Kebutuhan Khusus,
terj. Susi SR, (Bandung: PPS UPI, 2004), him. 37-38.

°Difabel berasal dari gabungan kata differently ability, yang artinya kemampuan yang
berbeda. Lihat Marcoes, dkk., Pokok-Pokok Pikiran Mansur Fakih.
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penyandang cacat itu sendiri. Dekonstruksi sosial terhadap diskursus difabel
ini akan lebih memberdayakan dan lebih adil.'” Pada tahun 2004, Direktorat
PLB menyelenggarakan lokakarya tentang pendidikan inklusif yang
kemudian menghasilkan “Deklarasi Bandung”.

Selain itu, sebelumnya telah dilakukan beberapa kajian penelitian
tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi penelitian-
penelitian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif. Milsanya, penelitian
yang dilakukan oleh Panitia HIPENCA (Hari Internasional Penyandang
Cacat) tahun 2004 tentang implementasi aksesibilitas melalui program
pendidikan terpadu dan inklusif, dengan menyurvei penyelenggara
pendidikan (sekolah) yang di dalamnya terdapat siswa penyandang cacat.'®

Tahun 2004 juga, beberapa dosen UNS Solo yang terdiri dari Abdul
Salim, Gunardi, dan R.Indianto melakukan penelitian terhadap anak
penyandang disabilitas usia sekolah, yang dalam dunia pendidikan biasa
disebut anak “berkebutuhan khusus™ atau “anak berkelainan”, yang berjudul
“Uji Model Pendidikan Inklusif Anak Berkelainan di Sekolah Umum”.
Kemudian Abdul Salim melanjutkan penelitiannya hanya pada satu jenis
berkebutuhan khusus, yaitu anak berkesulitan belajar dengan judul penelitian
“Penanganan Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar Model Inklusif”.
Selanjutnya, Abdul Salim bersama dengan Munawir Yusuf dan Gunardi

kembali melakukan penelitian tentang fasilitas penyandang disabilitas secara

YIbid., him. 169.
BHIPENCA, Implementasi Aksesibilitas Melalui Program Pendidikan Terpadu dan
Inklusif, (Jakarta, 2004).
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umum dengan judul penelitian “Profil Pemakai Alat Bantu Para Penyandang
Cacat di Eks Karesiden Surakarta”. R. Indianto mencoba untuk mencari
solusi dalam menangani anak berkesulitan belajar dengan judul penelitian
“Pendekatan Multisensori untuk Meningkatkan Prestasi Anak Kesulitan
Belajar di Sekolah Dasar”.'®

Pada tahun 2005, penulis sendiri telah melakukan penelitian dalam
rangka penyusunan tesis dengan mengkaji persamaan kesempatan dalam
pendidikan bagi penyandang cacat di lembaga pendidikan Departemen
Agama, dan penelitian ini dibatasi pada penyandang disabilitas tunanetra,
tunadaksa, dan tunarungu.?’

Pada tahun 2007, Dedi Muhammad Sidig dalam karya tesisnya yang
berjudul “Coping Strategies of Visually Difable Studens toward Challenges in
the University Life: A Case Study at the State Islamic University of Sunan
Kalijaga Yogyakarta” meneliti tentang tantangan akademik bagi mahasiswa
visual difabel yang menempuh pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga.
Penelitian Sidig menunjukkan bahwa banyak mahasiswa penyandang
disabilitas mengalami tantangan serius terutama dalam proses pembelajaran
karena tidak mendapatkan akomodasi khusus dari kampus.?* Penelitian ini
dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Studi Layanan
Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010, yang mengidentifikasi

hambatan dan tantangan yang dialami mahasiswa difabel (terutama pada

YDikutip dari Website UNS Solo (www.uns.ac.id) pada tanggal 20 Desember 2009.
_jhat, Soleh, ”Analisis Kebijakan Departemen Agama...”
?1Sidig, "Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,” him. 16-17.
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tunanetra) di perguruan tinggi Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan
beberapa temuan, yaitu, pertama, rendahnya kesadaran pimpinan, dosen, staf
dan sivitas akademika lainnya tentang kebutuhan mahasiswa penyandang
disabilitas. Rendahnya kesadaran ini terefleksi dalam kebijakan, proses
pembelajaran, layanan di setiap unit kampus, dan interaksi sosial antara
mahasiswa difabel (penyandang disabilitas) dan pimpinan kampus, dosen,
staf, dan mahasiswa lainnya. Kedua, dalam proses pembelajaran, rendahnya
kesadaran terhadap kebutuhan mahasiswa difabel terlihat pada tidak adanya
modifikasi pelbagai aspek akademis yang meliputi kurikulum, metode
pengajaran, materi kuliah, dan teknologi pendukung. Ketiga, tidak adanya
layanan kampus yang adaptif di hampir semua unit layanan kampus, seperti
perpustakaan, laboratorium, bidang akademik, kemahasiswaan, KKN, dan
PKL. Keempat, tidak adanya modifikasi fisik bangunan kampus yang kerap
menjadikan kampus sebagai tempat yang tidak aman secara fisik, dan hampir
semua kampus di Yogyakarta belum aksesibel.?

Dari uraian telaah pustaka di atas, tampak jelas bahwa penelitian ini
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk dengan penelitian
tesis penulis sendiri. Perbedaan tersebut terlihat pada dua aspek, yaitu,
pertama, penelitian ini memfokuskan diri pada esensi aksesibilitas pendidikan
bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri yang ada di

Yogyakarta. Kedua, tidak adanya kajian yang sama yang dilakukan oleh

?2Ro’fah Makin, dkk., Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies Pembelajaran dan
Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga,
2010), him. 21.
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peneliti sebelumnya dan belum adanya tata aturan yang detail tentang

kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Alasan dipilihnya
jenis penelitian ini karena penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti
fenomena yang dialami subyek penelitian yang berkaitan dengan sikap,
perilaku, dan persepsi.”® Dengan kata lain, penelitian ini meneliti tentang
persepsi, pandangan, dan pemahaman pimpinan perguruan tinggi serta sikap
kebijakan mereka berkaitan dengan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi
penyandang disabillitas. Di dalamnya termasuk meneliti kondisi bangunan
gedung dan lingkungan kampus yang aksesibel dan fasilitas pendidikan yang
disediakan perguruan tinggi.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan
persepsi.- pimpinan perguruan. tinggi, kebijakan perguruan tinggi terhadap
kelompok penyandang disabilitas, dan pelayanannya kepada penyandang
disabilitas serta kondisi aksesibilitas bangunan, gedung, dan lingkungan
kampus UGM, UIN, UNY, dan ISI. Juga untuk mengetahui konstruksi model
perguruan tinggi yang akomodatif terhadap mahasiswa penyandang

disabilitas.

2| exy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2009),
him. 6-7.
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2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan
fenomenologi dan pendekatan “kebijakan pendidikan”. Pendekatan
fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus
pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interprestasi-interprestasi
dunia. Dalam bidang filsafat modern, fenomenologi menyelidiki pengalaman
kesadaran yang berkaitan dengan pertanyaan.* Penulis menggunakan
pendekatan ini dalam rangka mengungkap persepsi dan pandangan pimpinan
perguruan tinggi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyandang
disabilitas yang belajar di perguruan tinggi.

Adapun pendekatan “kebijakan pendidikan” merupakan keseluruhan
proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang
dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan
tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada suatu kurun
waktu tertentu.”® Pendekatan ini untuk mengetahui apakah suatu perguruan
tinggi menerapkan sistem pendidikan segregasi, integrasi, atau inklusi. Juga
untuk mengetahui aksesibilitas fisik (sarana dan prasarana) apa saja yang
tersedia, dan aksesibilitas non-fisiknya, yang berkaitan dengan kelancaran
pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan ini juga untuk

mengetahui regulasi dari kebijakan pimpinan dan stakeholder perguruan

tinggi.

*1bid., him. 15.

H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami
Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), him. 140.
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di empat perguruan tinggi negeri di
Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM),
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY), dan Institut Seni Indonesia (ISI). Alasan pemilihan empat
perguruan tinggi ini karena beberapa pertimbangan. Pertama, keempatnya
merupakan perguruan tinggi ternama, baik di tingkat lokal Yogyakarta
maupun di tingkat nasional. Kedua, keempatnya memiliki unsur Perguruan
Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi Umum yang berstatus “negeri”. Ketiga,
dari segi kemampuan penulis, baik tenaga maupun waktu, sangat
memungkinkan bagi penulis untuk menjangkau lokasi penelitian ini.
4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari: 1) Dari unsur pimpinan perguruan
tinggi adalah rektor dari keempat perguruan tinggi tersebut; 2) Dari unsur
birokrat kampus adalah staf/karyawan/biro-biro yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi; 3) Dosen-dosen atau tenaga
pengajar yang mengajar di kelas yang di dalamnya terdapat mahasiswa
penyandang disabilitas; (4) Mahasiswa penyandang disabilitas yang sedang
menempuh pendidikan di empat perguruan tinggi tersebut. Jumlah responden
dalam penelitian ini sebanyak empat puluh tiga (43) orang. Mengenai rincian
para responden, dapat dilihat pada lampiran.

Di samping subyek penelitian di atas, penelitian ini juga melihat

melalui observasi tentang sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana dalam
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kegiatan pembelajaran memiliki aksesisibilitas terhadap penyandang
disabilitas. Di antara sarana dan prasarana itu adalah perpustakaan, ruang
kuliah, laboratoriun, auditorium, masjid/musholla, ruang pimpinan, peralatan
dan fasilitas pendidikan lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua macam, yaitu,?® pertama, sumber
data utama yang berupa kata-kata dan tindakan responden (manusia). Dalam
hal ini data penelitian diperoleh dari jawaban empat rektor, dosen-dosen
pengampu, para birokrat kampus (staf/ketua jurusan/kepala bidang), dan
mahasiswa penyandang disabilitas. Teknis pengambilan data utama dilakukan
melalui wawancara dan observasi (survei) kepada subyek penelitian, dicatat
melalui catatan tertulis atau rekaman, dan pengambilan foto.

Sumber data kedua adalah sumber data tambahan yang berasal dari
sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, dokumen/arsip
pemerintahan. Data tambahan lainnya diambil dari Undang-Undang, Surat-
surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Agama RI, dan
pimpinan perguruan tinggi, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
keempat = perguruan tinggi tersebut yang ada kaitannya dengan
aksesibilitas/kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas, entah itu
berupa buku pedoman akademik, buku literatur, ataupun tulisan-tulisan di
majalah dan surat kabar. Sementara itu, sumber foto digunakan untuk

mendeskripsikan suatu obyek untuk penelaahan. Dalam hal ini, foto kondisi

*®Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, him. 157-162.
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gedung kampus digunakan untuk ditelaah desain konstruksi bangunannya.

Sedangkan sumber data statistik membantu memberi gambaran tentang

kecenderungan subyek pada latar penelitian. Dalam hal ini, data statistik itu

berupa data mahasiswa, data hasil survei (observasi) gedung bangunan,

sarana dan prasarana, dan jumlah dosen di empat perguruan tinggi.

6. Teknik Pengumpulan Data
1) Survei

Metode survei digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan

pengamatan dan pemeriksaan dengan maksud mengumpulkan informasi
tentang keberadaan sesuatu yang bersifat fisik dan material.”’ Dalam
penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap
kondisi bangunan gedung di lingkungan empat perguruan tinggi dengan
menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum. Pengamatan terhadap PERMEN PU Nomor 30 Tahun 2006
tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung
dan lingkungan dengan memperhatikan empat asas, yaitu keselamatan,
kemudahan, kegunaan, dan kemandirian terhadap unsur-unsur bangunan
perguruan tinggi, yang meliputi ruang kuliah, ruang dosen, ruang
pimpinan, ruang administrasi, ruang laboratorium, pintu, toilet, jalur
pedestrian, jalur pemandu, tanda penunjuk arah, tempat parkir, tangga,
drainase, lift, ramp/selasar, masjid/musholla, dan perpustakaan. Dalam

melakukan survei ini, penulis menggunakan instrumen chek list (daftar

“"Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial, (Bandung: CV. Pustaka
Cendekia Utama, 2011), him. 175.
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tilik) untuk memeriksa kondisi unsur-unsur bangunan, apakah sudah sesuai
dengan ukuran yang ditentukan oleh pedoman aksesibilitas bangunan yang
dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian hasil chek list
tersebut penulis olah menjadi data yang berbentuk uraian (narasi-deskripsi)
untuk memudahkan pembahasan dan analisa data.

Kemudian pengamatan dan pemeriksaan terhadap fasilitas
pendidikan yang dibutuhkan oleh mahasiswa penyandang disabilitas yang
disediakan oleh keempat perguruan tinggi. Mengenai jenis-jenis fasilitas
yang dibutuhkan mahasiswa penyandang disabilitas sudah penulis
jabarkan di bagian latar belakang masalah di atas. Lalu pengamatan dan
pemeriksaan pada data mahasiswa penyandang disabilitas yang sedang
menempuh pendidikan tinggi. Pelacakan terhadap data mahasiswa
penyandang disabilitas di empat perguruan tinggi itu, ternyata tidak
tersedia secara khusus di bagian akademik universitas, kecuali data
mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian penulis melacak ke bagian
akademik masing-masing fakultas, dan data mahasiswa penyandang
disabilitas kebanyakan tidak direkap secara khusus (tidak bertanda khusus)
sehingga penulis melacaknya ke setiap jurusan untuk memastikan apakah
di dalam data daftar mahasiswa yang penulis peroleh dari bagian akademik
fakultas terdapat mahasiswa penyandang disabilitas. Jika di bagian
akademik jurusan juga tidak memiliki data atau tidak mengetahui data
mahasiswa penyandang disabilitas, maka penulis melacak dengan cara

mencari informasi dari dosen yang (sedang) mengajar di jurusan tersebut



22

dan para mahasiswa yang sedang kuliah di jurusan tersebut. Bahkan
penulis harus mencari informasi ke sesama mahasiswa penyandang
disabilitas, hingga data tentang mereka terkumpul.

Terakhir, pengamatan dan pemeriksaan soal sistem atau model
pendidikan yang diterapkan oleh keempat perguruan tinggi tersebut.
Dalam mengumpulkan data ini, penulis melakukan observasi dengan cara
mengamati dan memeriksa ruang kuliah yang di dalamnya sedang
berlangsung kegiatan belajar-mengajar dan terdapat mahasiswa
penyandang disabilitas di dalamnya. Bahkan tidak jarang penulis terlibat
aktif dalam perkuliahan yang sedang berlangsung. Selain itu, penulis juga
mengumpulkan data soal model pendidikan ini dari dosen yang mengampu
mahasiswa penyandang disabilitas dan juga dari mahasiswa disabilitas itu
sendiri melalui wawancara.

Dalam mengumpulkan data melalui survei ini, penulis tidak
melakukanya sendiri, akan tetapi melibatkan delapan field worker (pekerja
lapangan) yang sudah penulis berikan arahan dan hal-hal lain mengenai
ke-disabilitas-an.

Alasan dipilihnya survei atau observasi dalam pengumpulan data,
karena sumber data penelitian ini ada yang terdiri dari benda mati, yaitu
yang berupa bangunan dan lingkungan kampus serta fasilitas pendidikan,
sehingga lebih efektif jika kondisi spesifikasi bangunan tersebut diamati

secara langsung. Selain itu juga untuk mengonfirmasi jawaban pimpinan
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perguruan tinggi tentang kondisi aksesibilitas bangunan kampus dan
fasilitas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.
2) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam,?® dengan tujuan untuk mencari data dan informasi
secara lebih mendalam. Metode wawancara ini penulis gunakan, pertama,
untuk mengetahui persepsi dan pandangan pimpinan perguruan tinggi
terhadap isu yang menyangkut penyandang disabilitas. Dalam hal ini
penulis mewawancarai rektor dari keempat perguruan tinggi. Kedua, untuk
mengungkap kebijakan perguruan tinggi terhadap mahasiswa penyandang
disabilitas. Dalam hal ini penulis juga mewawancarai rektor dari keempat
perguruan tinggi. Ketiga, untuk mengetahui kegiatan dosen dalam interaksi
dan komunikasinya di kelas reguler yang di dalamnya terdapat mahasiswa
disabilitas. Dalam hal ini penulis mewawancarai dosen yang sedang
mengajar di kelas reguler. Keempat, untuk mengetahui layanan-layanan
administrasi, keuangan, bimbingan KKN, kemahasiswaan, dan lain-lain
yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Dalam hal ini
penulis mewawancarai staf, karyawan, kepala bidang akademik, dan ketua
jurusan. Kelima, untuk mengetahui respons dan opini perguruan tinggi
tentang aksesibilitas pendidikan terhadap mahasiswa penyandang

disabilitas. Dalam hal ini penulis mewawancarai mahasiswa penyandang

%Dalam hal ini wawancara mendalam sama dengan wawancara baku terbuka, seperti
yang dikemukakan oleh Patton (1980: 197).
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disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi
tersebut.

Alasan dipilihnya wawancara sebagai metode pengumpulan data
dalam penelitian ini, karena wawancara adalah metode yang paling efektif
untuk menggali informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara
langsung dengan subyek penelitian, yaitu rektor, dosen, biro, staf, ketua
jurusan, kepala bidang, dan mahasiswa disabilitas.

3) Penggunaan Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini adalah bahan tertulis® yang
digunakan di empat perguruan tinggi. Dokumen resmi yang dijadikan
sumber data, antara lain, pertama, peraturan atau pedoman akademik
perguruan tinggi. Penulis menelaah dokumen dari segi konsideranya untuk
mengetahui apakah peraturan tersebut mengacu pada UU internasional dan
nasional yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dari segi isi
(content) untuk mengetahui apakah peraturan akademik tersebut
mengakomodir kepentingan dan kebutuhan mahasiswa penyandang
disabilitas. Kedua, dokumen dari panitia penerimaan mahasiswa baru yang
terdari dari brosur/leaflet pengumuman tentang penerimaan mahasiswa
baru, brosur/pengumuman online di website yang dikeluarkan oleh
masing-masing perguruan tinggi. Dari segi persyaratan untuk mengetahui
apakah perguruan tinggi itu memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada calon mahasiswa penyandang disabilitas ataukah ada pembatasan

»Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, him. 216.
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untuk memilih jurusan tertentu. Ketiga, dokumen dari kepegawaian
perguruan tinggi yang terdiri dari data daftar pimpinan perguruan tinggi,
data pegawai (dosen dan karyawan), dan struktur organisasi serta cara
rekrutmen untuk melengkapi data gambaran lokasi penelitian. Keempat,
dokumen dari bidang akademik yang berupa rekapitulasi data jumlah
mahasiswa non-disabilitas dan disabilitas. Dari cara rekrutmen calon
mahasiswa, dokumen ini berfungi untuk mengetahui keberadaan data
mahasiswa penyandang disabilitas dan pemberian persamaan, kesempatan,
dan kesetaraan dibandingkan dengan mahasiswa non-disabilitas.

Alasan dipilihnya metode penggunaan dokumen dalam
pengumpulan data ini, karena sebagian informasi dalam penelitian ini
banyak yang berupa sumber tulisan, baik berbentuk Undang-Undang,
Surat Keputusan, peraturan akademik, brosur PMB, dan lain sebagainya
sehingga penulis mestilah menelaah dokumen-dokumen tersebut.

7. Keabsahan Data

Dalam rangka menguji kebenaran data atau memeriksa keabsahannya
dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik triangulasi
sumber data dengan modus penggunaan sumber data yang berbeda dan lebih
dari satu makna, yaitu bahwa suatu informasi diperoleh dari satu sumber data
lalu dilakukan pengecekan silang pada sumber data yang lain, atau yang biasa

disebut dengan validasi kontekstual.*

% Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial, him. 257.
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Dalam penelitian ini, data yang diperiksa keabsahannya adalah,
pertama, data pemahaman, pandangan, dan kebijakan pimpinan perguruan
tinggi—yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara—untuk mengecek
kebenarannya dengan data hasil wawancara dengan dosen, kemudian data
tersebut penulis validasi dengan data hasil wawancara dengan
staf/karyawan/biro-biro. Lalu data tersebut penulis validasi kembali dengan
hasil wawancara dengan mahasiswa penyandang disabilitas. Kedua, data
pelayanan akademik terhadap mahasiswa penyandang disabilitas yang
diperoleh dari wawancara dengan staf/karyawan/biro, lalu penulis validasi
dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan mahasiswa penyandang
disabilitas. Ketiga, data pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang di
dalamnya terdapat mahasiswa penyandang disabilitas, yang diperoleh dari
wawancara dengan dosen lalu divalidasi dengan data yang diperoleh dari
wawancara dengan mahasiswa penyandang disabilitas.

8. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui metode survei dan
wawancara—yang telah berbentuk narasi—serta data dokumen, kemudian
penulis analisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model
interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.®* Alur pikir analisis
data model interaktif ini dapat penulis visualisasikan dalam bentuk bagan

seperti di bawah ini:

$'Mathew B Miles and AM Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. TR Rohidi, (Jakarta:
Ul Press, 1992).
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Gambar 1.
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Komponen analisis model interaktif ini meliputi pengumpulan data,
reduksi data, displai data, kesimpulan, dan verifikasi. Langkah-langkah yang
ditempuh adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah pengumpulan data.
Data dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu wawancara, survei, dan telaah
dokumen. Data ini meliputi: persepsi dan pandangan pimpinan perguruan
tinggi terhadap isu penyandang disabilitas, kebijakan perguruan tinggi
terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, kegiatan dosen dalam interaksi
dan komunikasinya ketika proses belajar-mengejar di kelas reguler, dan
layanan-layanan administrasi, keuangan, bimbingan KKN, kemahasiswaan,
dan lain-lain yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas,
respons dan opini tentang aksesibilitas pendidikan yang diberikan perguruan
tinggi terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Data ini diambil melalui
wawancara, kemudian rekaman hasil wawancara tersebut disalin ke dalam

bentuk tulis/narasi.
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Data yang lain meliputi: kondisi lingkungan bangunan kampus dan
fasilitas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas, data mahasiswa penyandang
disabilitas yang menempuh pendidikan di empat perguruan tinggi, gambaran
umum sistem atau model pendidikan yang diterapkan oleh keempat perguruan
tinggi. Data ini dikumpulkan melalui observasi (survei). Peraturan atau
pedoman akademik perguruan tinggi, berupa brosur/leaflet pengumuman
tentang penerimaan mahasiswa baru ataupun brosur/pengemumuan online di
website yang dikeluarkan oleh masing-masing perguruan tinggi, daftar
pimpinan perguruan tinggi, data pegawai (dosen dan karyawan), dan struktur
organisasi serta cara rekrutmen untuk melengkapi data gambaran lokasi
penelitian, rekapituliasi data jumlah mahasiswa non-disabilitas dan
disabilitas. Cara rekrutmen calon mahasiswa dan semua dokumen lainnya
kemudian ditelaah.

Langkah kedua adalah reduksi data yang diperoleh dari hasil
wawancara (yang terdiri dari pemahaman, pandangan, dan kebijakan
pimpinan perguruan  tinggi, pelayanan akademik terhadap mahasiswa
penyandang disabilitas, dan data pelaksanaan proses belajar-mengajar), hasil
survei (yang terdiri dari data kondisi bangunan gedung dan lingkungan
perguruan tinggi, penyediaan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan
mahasiswa disabilitas), dan hasil penggunaan dokumen (yang terdiri dari data
tentang produk kebijakan pimpinan perguruan tinggi, data dari kepegawaian,
dan data dari akademik). Data tersebut di atas yang sudah berbentuk hasil

rekaman dan data dalam bentuk daftar tilik (chek list) yang semuanya sudah
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penulis narasikan, kemudian penulis memilih dan memilah data yang benar-
benar sebagai jawaban yang sesuai dengan desain instrumen penelitian,
seraya mengeliminasi jawaban yang bersifat pribadi (subyektif). Lalu penulis
melakukan kategorisasi dengan memilih data yang penting dan membuang
data yang kurang penting dengan tujuan untuk memperkuat tafsiran terhadap
analisis data. Hasil reduksi data penulis wujudkan dalam bentuk teks hasil
rekaman dan narasi kondisi aksesibilitas.

Langkah ketiga adalah displai data, yaitu data hasil reduksi kemudian
penulis susun sedemikian rupa dan penulis sajikan dalam bentuk narasi/teks
laporan hasil penelitian disertasi, yang selanjutnya penulis jabarkan dalam
Bab Ill, Bab IV, dan Bab V. Langkah keempat adalah kesimpulan dan
verifikasi. Setelah melakukan reduksi data dan menyajikannya dalam bentuk
laporan hasil peneltian, lalu penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
Dari hasil kesimpulan tersebut kemudian penulis verifikasi untuk mengetahui

kevaliditasan hasil penemuan dalam penelitian ini.

Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian disertasi ini terdiri dari tujuh bab yang
disusun secara padu-integral, sehingga diharapkan dapat menemukan
jawaban atas persoalan-persoalan yang dicari sekaligus memberikan
konstribusi keilmuan dan kemanusiaan.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi pengantar pada
penelitian ini. Di dalamnya dijelaskan mengapa, apa yang dikaji, untuk apa,

dan dalam bingkai apa dan bagaimana penelitian disertasi ini ditulis. Semua
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uraian tersebut terdapat di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri
dari jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber
data, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis
data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengurai konsep umum tentang penyandang disabilitas,
yang di dalamnya membahas tentang diskursus istilah penyandang disabilitas,
pandangan Islam tentang penyandang disabilitas, pemahaman dan pandangan
terhadap penyandang disabilitas di perguruan tinggi, pola penanganan
pendidikan bagi penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pendidikan bagi
penyandang disabilitas, dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam
pendidikan tinggi di Indonesia. Uraian ini penting untuk mengetahui hakikat
dan persoalan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan aksesibilitas
pendidikan.

Bab ketiga membahas kondisi obyektif empat perguruan tinggi negeri
di Yogyakarta. Bagian ini membahas tentang lokasi penelitian dan kondisi
Sumber Daya Manusia dan kebijakan manajerial perguruan tinggi, yang di
dalamnya meliputi kondisi dosen, karyawan, pejabat kampus, dan
mahasiswa, serta sistem perekrutannya dari masing-masing komponen
tersebut. Gambaran kondisi ini perlu dijelaskan untuk menemukan
pemahaman yang utuh tentang keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas

sebagai bagian dari sivitas akademika perguruan tinggi.
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Bab keempat mendeskripsikan pandangan dan kebijakan pimpinan
perguruan tinggi terhadap penyandang disabilitas. Bagian ini menyoroti
pandangan pimpinan perguruan tinggi dan kebijakan pendidikannya terhadap
penyandang disabilitas di masing-masing perguruan tinggi.

Bab kelima menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas di empat
perguruan tinggi negeri di Yogyakarta dan kondisi aksesibilitas keempat
perguruan tinggi tersebut baik secara fisik maupun non-fisik. Uraian ini untuk
mengetahui dan memahami sejauhmana kondisi aksesibilitas perguruan
tinggi yang menunjang dan menghambat persamaan dan kesetaraan bagi
penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan perguruan tinggi.

Bab keenam mendeskripsikan model perguruan tinggi yang
akomodatif terhadap penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang
dibutuhkan oleh model perguruan tinggi yang akomodatif terhadap
penyandang disabilitas.

Bab ketujuh merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran,

dan rekomendasi.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan
Di bagian ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan penelitian
berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Adapun
kseimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandangan dan pemahaman pimpinan dari empat Perguruan Tinggi Negeri
di Yogyakarta terhadap mahasiswa penyandang disabilitas terlihat
beragam dan berbeda. Pimpinan ISI dan UGM, keduanya berpandangan
“model sosial” dengan kecenderungan pemahaman “model tradisional”.
Pimpinan UIN berpandangan “model sosial” dengan kecenderungan
pemahaman “model medis”. Sedangkan pimpinan UNY hanya
berpandangan “model sosial” saja.

2. UNY dan ISI dalam merumuskan kebijakan pendidikan mereka, berkaitan
dengan pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas,
baik dari segi visi, misi, maupun tujuan pendidikan, serta struktur
organisasi ~dan program universitasnya, belum. mencerminkan aspek
penting bagi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas, yaitu aspek
akomodasi. Karena itu, kebijakan pendidikan mereka, baik yang berupa
regulasi maupun peraturan akademik yang dirumuskan, belum
menunjukkan  keberpihakannya terhadap mahasiswa penyandang
disabilitas. Atau, dengan kata lain, belum menunjukkan “sensitivitas

terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas”.
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Sementara UGM telah melakukan kebijakan pendidikannya dalam bentuk
Anggaran Rumah Tangga (ART) meskipun masih sedikit aspek
keberpihakan dan sensitivitasnya terhadap mahasiswa penyandang
disabilitas, yaitu seperti yang terlihat pada bagian Bab XVII Pasal 102 dari
ART tersebut. Adapun kebijakan pendidikan UIN sejauh ini belum
mencerminkan kebutuhan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang
disabilitas. Namun, di sana telah ada “core values” yang ditawarkan oleh
pimpinan UIN sekarang, yaitu sikap menghargai perbedaan dan pluralitas.
Sementara kebijakan pendidikan universitas yang berupa pedoman
akademik sebagai produk dari kebijakan perguruan tingginya belum
mengacu pada undang-undang nasional maupun internasional yang
berkaitan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun, di
dalam isi peraturan akademik tersebut, tertulis dalam satu bab yang
berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa
penyandang disabilitas, yaitu pada Bab VI tentang layanan bagi mahasiswa
difabel. Di UIN, secara struktural memang tidak ada unit khusus bagi
mahasiswa disabilitas, tetapi secara non-struktural telah ada pelayanan
khusus yang berupa Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) dengan program
“Akses membaca dan advokasi tentang kepentingan dan kebutuhan
mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan kampus serta
menginisiasi pada tataran kebijakan yang lebih tinggi”. Kebijakan ini telah

mengarah pada keberpihakan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas
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dan juga telah menunjukkan indikasi ke arah sensitivitas terhadap
pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

. Empat perguruan tinggi di atas telah memberikan kesempatan aksesibilitas
non-fisik kepada penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan,
meskipun sejauh ini belum dapat dikatakan optimal. Terutama di
perguruan tinggi ISI, yang masih ditemukan adanya pembatasan pemilihan
jurusan bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar, dan persyaratan-
persyaratan yang membelenggu calon mahasiswa.

Mengenai fasilitas khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas, tidak
semua perguruan tinggi telah menyediakan, kecuali di UIN meskipun
fasilitasnya belum optimal. Keempat perguruan tinggi tersebut pada
hakikatnya bersedia melayani mahasiswa penyandang disabilitas. Hanya
saja, yang membedakan di antara mereka terletak pada tingkat
pemahaman, persepsi, dan asumsi perguruan tinggi terhadap kepentingan
dan kebutuhan pelayanan yang berkaitan dengan kedisabilitasan
mahasiswa. Di UGM, UNY, dan ISI, mahasiswalah yang pro-aktif dalam
pelayanan sosial-akademik. Hal ini terjadi karena mereka belum banyak
mengetahui dan memahami akan kepentingan dan kebutuhan penyandang
disabilitas. Sementara di UIN, pelayanan sosial-akademiknya telah
mengarah pada adanya aspek sensitivitas.

Aksesibilitas fisik adalah pengondisian bangunan kampus di UGM, UNY,

dan 1SI* yang belum bisa diakses. Hanya di UIN yang sedikit-banyak bisa

Terutama bagi tunadaksa, yang mengalami gangguan tulang belakang dan kaki.
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diakses meskipun belum optimal. Bagi tunadaksa, di empat perguruan
tinggi itu baru sebagian kecil unsur bangunan yang sudah bisa diakses.
Bila pengondisian bangunan kampus diwujudkan dalam tingkat ke-akses-
an, maka UIN menjadi kampus yang paling mudah diakses, disusul
kemudian oleh UGM, lalu UNY, dan terakhir ISI.

. Pada hakikatnya, UIN, UGM, UNY, dan ISI belum mencerminkan model
perguruan tinggi yang akomodatif bagi penyandang disabilitas. Barangkali
hanya di UIN yang telah mengarah pada model perguruan tinggi yang
“akomodatif”, yang ditunjukkan dengan, pertama, adanya peraturan yang
berkaitan dengan kepentingan akademik penyandang disabilitas (peraturan
akademik) meskipun peraturan tersebut belum mengacu pada perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Kedua, adanya
unit layanan bagi penyandang disabilitas, yaitu Pusat Studi Layanan
Difabel (PSLD). Ketiga, adanya program “Akses Membaca” dan
“Advokasi” bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Keempat, adanya
buku pedoman desain pembelajaran yang sensitif bagi penyandang
disabilitas, meskipun belum dilaksanakan secara optimal. Kelima, adanya
usaha dan komitmen untuk melakukan pengondisian sarana dan prasarana
(bangunan dan lingkungan) kampus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
penyandang disabilitas. Sementara itu, sistem pendidikan di UGM, UNY,
dan ISI bernuansa sistem “integrasi”, sedangkan di UIN telah menuju pada

sistem inklusi.
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Rekomendasi

Dari hasil penelitian disertasi ini, penulis memandang perlu
menyertakan hal-hal penting sebagai rekomendasi lebih lanjut berkaitan
dengan kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam kerangka
aksesibilitas pendidikan di perguruan tinggi.

1. Setiap perguruan tinggi, baik UIN, UGM, UNY, maupun ISI, bahkan
perguruan tinggi lainnya, sudah sangat mendesak untuk segera
mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan. Dan juga rekomendasi kepada lembaga di atasnya, yaitu
masing-masing kementerian dari setiap perguruan tinggi untuk
mengimplementasikan undang-undang dan peraturan tersebut.

2. Dibukanya unit pelayanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas
di perguruan tinggi, dan serta merekomendasikan pada lembaga di atasnya
agar membuka lembaga atau unit yang menangani kebutuhan dan
kepentingan penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pendidikan,
dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

3. UIN, UGM, UNY, dan ISI hendaknya menyediakan tenaga edukasi dan

non-edukasi yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang berkaitan
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dengan kebutuhan dan kepentingan pendidikan bagi penyandang
disabilitas.

. Semua perguruan tinggi, baik di Yogyakarta maupun di wilayah lain di
Indonesia, mampu menerapkan model perguruan tinggi yang akomodatif

bagi penyandang disabilitas.
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